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Keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilu sangat penting dikaji, mengingat 

jumlahnya yang semakin meningkat. Namun, ketentuan pemilih pemula ini belum 

banyak diketahui sehingga sering terjadinya kesalahpahaman dalam  menentukan 

hak pilih bagi pemilih pemula pada saat Pemilu. Tujuan penelitian  ini untuk 

mengetahui ketentuan pemilih pemula dalam berbagai peraturan perundang-

undangan tentang pemilihan dan ketentuan pemilih pemula tentang prinsip-prinsip 

siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan 

dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan 

pemilih pemula diatur dalam dalam beberapa undang-undang, yaitu Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Wali Kota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang 

menyebutkan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 

17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak 

memilih, didaftar satu kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih, tidak 

sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan terdaftar sebagai 

pemilih. Ketentuan pemilih pemula yang diatur dalam perundang-undangan 

tersebut tidak menyalahi prinsip siyasah dusturiyah yaitu jalb al-mashalih wa dar 

al-mafasid, karena keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu ditinjau konsep 

Islam adalah suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. Ketentuan terhadap pemilih pemula tersebut juga telah 

mempertimbangkan prinsip siyasah dusturiyah yaitu adanya tingkat pemahaman 

yang dimiliki pemilih pemula akan prosedur pemilu, adanya pesan-pesan politik 

yang mendukung pemilih pemula untuk ikut terlibat pada pemilu, adanya 

lingkungan politik yang kondusif pemilih pemula membuat adanya rasa ingin 

mencoba, rasa ingin tahu, rasa penasaran dan antusias mengikuti pemilu serta 

adanya faktor pada diri pemilih pemula itu sendiri. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 Tidak ا 1

dilambangkan 

 
 ṭ ط 16

Te dengan titik 

di bawahnya 

 B ب 2
Be 

 ẓ ظ 17
Zet dengan titik 

di bawahnya 

 T ت 3
Te 

 ‘ ع 18
Koma terbalik 

(di atas) 

 Ś ث 4
Es dengan titik 

di atasnya 
 gh غ 19

Ge 

 J ج 5
Je 

 F ف 20
Ef 

 ḥ ح 6
Hadengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 21

Ki 

 Kh خ 7
Ka dan ha 

 K ك 22
Ka 

 D د 8
De 

 L ل 23
El 

 Ż ذ 9
Zet dengan titik 

di atasnya 
 M م 24

Em 

 R ر 10
Er 

 N ن 25
En 

 Z ز 11
Zet 

 W و 26
We 

 S س 12
Es 

 H ه 27
Ha 

 Sy ش 13
Es dan ye 

 ’ ء 28
Apostrof 

 Ş ص 14
Es dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 29

Ye 

 ḍ ض 15
De dengan titik 

di bawahnya 
   

 

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

Contoh: 

  ,kaifa =كيف

 haula = هول

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و  

Contoh: 

 qāla = ق ال  

 ramā = ر م ي

 qīla =   ق يْل  

 yaqūlu = ي قوْل  

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 
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4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl : الْْ طْف الْر وْض ة  

 /al-Madīnah al-Munawwarah: الْم ن  وَّر ةْالْم د يْ ن ة   

 al-MadīnatulMunawwarah 

 Ṭalḥah : ط لْح ةْ  

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan  

sebuah  tanda,  tanda  syaddah atau  tanda  tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā – ربَ َّنَا  

 nazzala – نَ زَّلَ   
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyinya, yaitu  huruf  /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2.  Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik  dikuti   

huruf   syamsiyyah maupun   huruf qamariyyah, kata  sandang  ditulis  terpisah  

dari  kata  yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh:  

- ar-rajulu 

 - as-sayyidatu 

 - asy-syamsu 

 - al-qalamu 

 - al-badī‘u 

 - al-jalālu 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 
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an-nau’ 

 syai’un 

 inna 

 umirtu 

akala 

 

 

8. Penulisan kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu  yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh:  

 

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-Wa mā Muhammadun illā rasul 

-Inna awwala naitin wud’i’a linnasi     

-Lallazi bibakkata mubarakkan 

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’anu 
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 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

 

10. Tajwῑd 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwῑd. 

Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwῑd. 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Sistem negara yang demokrasi terdapat adanya sistem pemilihan secara 

langsung yang dinamai pemilu. Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi seluruh 

rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub 

dalam pembukaan UUD 1945.
1
 Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan 

oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakilnya 

yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.
2
 Oleh karena itu pelaksanaan 

Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
 

            Pemilihan umum yang berlaku di Indonesia ini melibatkan seluruh 

warga negara termasuk kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga 

Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga 

Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/ 

pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk 

pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.
4
 Pemilih pemula untuk ikut 

dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota 

/wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atau 

kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan suara memenuhi persyaratan 

berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, 

tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

                                                             
1
 Ali Moertopo. Strategi Politik Nasional. (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 6. 

2
 Utoro Suryo, Proses Formulasi Kebijakan Privatisasi Pembangunan Tenaga Listrik 

Indonesia Pada Tahun 1980-an (Studi Kasus Listrik Swasta PLTU Paiton I). Ilmu Administrasi 

Negara, Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 32 
3
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

4
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

1
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdaftar 

sebagai pemilih.
5
 

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan pemilih 

pemula ini, menandakan betapa pentingnya pemilihan umum sebagai sarana 

demokrasi yang berarti dapat menentukan masa depan bangsa, maka sangat 

diperlukan keterlibatan aktif semua kalangan dalam pemilihan umum terutama 

pemberian suara yang juga melibatkan pemilih pemula. Keterlibatan pemilih 

pemula dalam kencah perpolitikan yakni pemilu tentu menarik untuk diteliti 

mengingat tidak hanya disegi usia yang masih menjalani masa, melainkan juga 

pengalaman dan pemahaman tentang pemilu masih sangat minim. Pemahaman 

dan pengetahuan akan politik oleh kalangan pemilih pemula dalam mengikuti 

Pemilu juga diatur dalam siyasah yang dalam Islam dikenal dengan istilah As-

siyasah. 

Di dalam Siyasah diatur bagaimana cara bersikap subjek dari politik atau 

siyasah sendiri. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin merupakan sebuah 

perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk ikut 

dalam menentukan siapa pemimpinnya, dalam Quran Surah an-Nisa ayat 59. 

َٰٓأيَُّهَا ا   ٱلَّذِينَ  يَ  َ  أطَِيعوُا   ءَامَنوَُٰٓ سُولَ  وَأطَِيعوُا   ٱللَّّ لِي ٱلرَّ رِ  وَأوُ  مَأ تمُأ  فإَنِ مِنكُمأ   ٱلۡأ زَعأ ء   فيِ تنََ   ٱللَِّّ  إلِىَ فرَُدُّوهُ  شَيأ

سُولِ  مِنوُنَ  كُنتمُأ  إِن وَٱلرَّ ِ  تؤُأ مِ  بِٱللَّّ يَوأ َٰٓخِرِ   وَٱلأ لِكَ  ٱلۡأ ر   ذَ  سَ  خَيأ وِيلً  نُ وَأحَأ  ٥ تأَأ

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S an-Nisa ayat 59).
6
 

 

                                                             
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).  
6
 Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, (Jakarata: CV Diponegoro, 2005) 
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 Dari ayat al-Quran di atas, dapat dipahami bahwa setiap orang wajib 

mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan pemimpin di antara mereka. 

Berkenaan dengan keterlibatan politik itu termasuk taat kepada pemimpin, 

karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara 

guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. 

Pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya merupakan 

aktifitas politik (al-siyasah). Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai syari’at 

terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat 

seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan 

ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.
7
 Hal-hal yang berkaitan 

tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga 

demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam dibahas pada al-siyasah al-

dusturiyyah. Di samping itu, kajian dalam al-siyasah al-dusturiyyah juga 

membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara 

pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib 

dilindungi.
8
 Oleh karena itu keterlibatan pemilih pemula juga merupakan bagian 

penentu dalam pelaksanaan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah. 

Berdasarkan hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya 

menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini dengan judul “Pemilih Pemula 

dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
7
 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, 

(Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15. 
8
 Muhammad Iqbal, Fiqh Al-Siyasah‚ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketentuan pemilih pemula dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan tentang pemilihan ? 

2. Bagaimana ketentuan-ketentuan pemilih pemula tersebut ditinjau dari 

prinsip-prinsip siyasah dusturiyah ? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ketentuan pemilih pemula dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan tentang pemilihan. 

2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan pemilih pemula dalam 

peraturan perundang-undangan ditinjau dari prinsip-prinsip siyasah 

dusturiyah. 

D. Kajian Pustaka 

Setiap penulisan karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah 

kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain 

atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permsalahan yang berbeda 

dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka 

dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan 

permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk 

membangun karangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis 

masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil 

sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. 

Dari penulusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum 

ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang tinjauan Siyasah 
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Dusturiyah terhadap Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 

(Pemilu) di Negara Republik Indonesia. Tetapi judul atau kajian tentang hukum 

Islam secara umum sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun 

skripsi-skripsi mahasiswa, di antaranya: 

Penelitian Kasidar berjudul “Pengetahuan Politik Pemilih Pemula 

Tentang Pemilu 2019 (Studi kasus mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya)”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengetahuan dalam kegiatan politik pemilu tahun 2019 masih minim 

mereka tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur pemilu tahun 2019. 

Penelitian Khairunnisa dengan judul “Persepsi Pemilih Pemula Tentang 

Hak Politik Warga Negara dalam Mengikuti Pilkada Provinsi di Sma Negeri 1 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian bahwa persepsi 

pemilih pemula tentang hak politik warga negara di SMA Negeri 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013 masuk dalam katagori kurang paham. 

Persepsi pemilih pemula tentang pemilihan kepala daerah masuk dalam katagori 

kurang baik, dan 3. Persepsi pemilih pemula tentang hak politik warga negara 

dalam mengikuti pilkada di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2012/2012 pelaksanaan hak politik warga negara dalam mengikuti pemilihan 

kepala daerah menyatakan setuju. 

Penelitian Sadariah berjudul “Peningkatan Pemahaman Pemilih Pemula 

Mengenai Pemilu di SMK Mandiri Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat”. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa pemilih pemula merupakan pemilih yang 

potensial untuk diraih suaranya bagi kemenangan setiap calon presiden, kepala 

daerah ataupun caleg yang mencalonkan diri pada pemilu. Pemilih pemula yaitu 

para remaja atau anak muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilu, dianggap sebagai kelompok yang belum memiliki 

keterikatan pada salah satu partai ataupun kelompok-kelompok kepentingan 
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yang berafiliasi pada partai. Mengingat posisi mereka yang dianggap masih 

netral dan berpotensi diperebutkan oleh partai-partai dengan cara yang benar 

ataupun tidak dapat dibenarkan oleh UU maka sebagai lembaga pendidikan 

kiranya kita perlu memberikan pemahaman yang baik kepada para pemilih 

pemula dalam hal ini yang berada di bangku sekolah menengah atas tentang 

pemilu dan keberadaan mereka sebagai pemilih pemula. Materi sosialisasi 

antara lain berkisar pada pemahaman tentang pemilu, tujuan pemilu, posisi 

pemilih pemula, pelanggaran dalam pemilu seperti black campaign, money 

politics ataupun tentang golput. Dengan adanya sosialisasi kepada pemilih 

pemula diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ataupun pemahaman 

mereka tentang pemilu. 

Penelitian Ferdinan berjudul “Kepercayaan Politik dan Intensi Memilih: 

Perilaku Politik Pemilih Remaja Akhir di Surabaya Menjelang Pemilu 2019”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi untuk memilih dari pemilih remaja 

akhir pada pemilihan umum, khususnya pada Pemilu 2019, dipengaruhi oleh 

kepercayaan mereka terhadap calon-calon presiden dan wakil presiden yang 

berkontestasi. Tiga dimensi kepercayaan politik, yakni kemampuan, kebajikan 

dan intergritas calon, mempengaruhi intensi memilih subjek penelitian dengan 

dimensi kemampuan calon menempati urutan tertinggi. Kepercayaan terhadap 

para calon pemimpin merupakan hal penting bagi pemilih yang berada dalam 

usia remaja akhir atau pemilih pemula. 

Kajian yang ditulis oleh Eka Agustine dengan judul “Analisis Fiqih 

Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri 

Sebagai  Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 

(Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung Tengah)”. 

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa terdapat bebarapa faktor yang 

mempengaruhi partisipasi politik Santri pemilih pemula di Pesantren 
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Roudlotusholihin yaitu Adanya rangsangan politik, yaitu adanya relasi antara 

Kyai dan Santri. Adanya faktor pendidikan, kesadaran politik dan sikap ingin 

tahu, domisili yang jauh untuk untuk dijangkau, sehingga membutuhkan waktu 

luang dan biaya yang banyak dan faktor lainnya yang terdapat pada diri Santri, 

seperti sifat malas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bernegara. 

Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu 

merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih 

pemimpin ataupun perwakilannya.
9
 

Penelitian Irmayanti Lubis dengan judul “Pandangan Fiqh Siyasah 

Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi Smaswasta Prayatna Medan 

Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”. Dari hasil penelitian 

penulis menemukan bahwa realita tentang siswa-siswi SMA Swasta Prayatna 

Medan tidak melakukan dan tidak menggunakan hak pilih mereka dalam 

memilih Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Disebabkan karena tingkat 

pengetahuan sangat minim, rasa keingin tahuan tidak ada, kurangnya tingkat 

sosialisasi dari KPU Kota Medan dan kualitas belajar sangat minim terkait 

teknis pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. KPU Kota Medan 

menyampaikan bahwa sosialisasi yang mereka adakan sesuai dengan kegiatan 

laporan, sehingga SMA Swasta Prayatna Medan tidak termasuk dalam kegiatan 

sosialisasi yang diadakan oleh KPU dalam teknis pemilihan Gubernur Sumatera 

Utara Tahun 2018. Dalam Fiqh Siyasah mengenai pemilihan dan pengangkatan 

seorang pemimpin dapat dinyatakan bahwa didalam hukum Islam wajib 

                                                             
9
 Eka Agustine Sofyana, Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Partisipasi Politik Santri Sebagai  Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Dan 

Wakil Presiden 2019 (Studi di Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purwosari-Lampung 

Tengah), Skripsi, (Lampung: Universitas Raden Intan, 2020), hlm. ii. 
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seseorang mengikuti atau memilih seorang pimpin, yakni Gubernur Sumatera 

Utara tahun 2018.
10

 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi 

krispi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu: 

1. Siyasah Dusturiyah 

 Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini 

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang 

wajib dilindungi.
11

 

2. Pemilih Pemula 

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemula berarti orang yang mulai 

atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang pemula dalam olahraga ski 

air, meluncur di permukaan air yang berombak akan terasa sulit sekali. 

Pemula berarti sesuatu yang dipakai untuk memulai.
12

 Pemilih pemula 

adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) 

                                                             
10

 Irmayanti Lubis, Pandangan Fiqh Siyasah Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-

Siswi Smaswasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, 

Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm. ii. 
11

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177 
12

 Pahmi, Politik Pencitraan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010) hlm. 54 
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tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
13

 Pemilih pemula adalah warga 

Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 

tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih.
14

 

3. Pemilihan Umum (Pemilu) 

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau 

lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas 

atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.
15

 Pemilihan Umum 

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar   

Negara Republia Indonesia tahun 1945.
16

 

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang 

yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan 

untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya 

dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo 

pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn 

kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 

1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi 

yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, 

yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, 

menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.
17

 

 

                                                             
13

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden  
14

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 

198 Ayat 1 
15

 Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, (Jakarta: Prisma 

Media, 2004), hlm. 29. 
16

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
17 Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional, (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 29. 
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F. Metode Penelitian 

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu 

memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode 

penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang 

hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.  

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
18

 Penelitian hukum normatif 

disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi.
19

 Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan 

atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.
20

 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah 

penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.
21

 Jadi 

metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang 

terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan 

berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara 

                                                             
18 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13. 
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 

35 
20

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  

Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118 
               

21
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ...hlm. 143  
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mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-

undang, qanun-qanun, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas. 

2.  Sumber data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder.  

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa 

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data 

yang kita butuhkan.
22

 Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai 

literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan 

yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, 

jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

dan ensiklopedia. 

 
 
 
 

                                                             
22

 Burhan Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif,... hlm.132. 
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3.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun 

informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi 

obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya 

ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. 

4. Analisa data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya 

penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan 

menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil 

menyimpulkan kebanaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis 

data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. 

Analisi data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap 

seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, 

kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa 

menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap 

tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data 

dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah 

didapat dari lapangan. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada 

buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang 

disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya 

tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan 
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yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan 

keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci. 

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan 

penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang 

kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan 

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut 

hakikat siyasah dusturiyah pemilihan umum dan konsep keterlibatan pemilih 

pemula pada pemilihan umum di Negara Republik Indonesia. 

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian 

terkait keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum di Negara Republik 

Indonesia dan tinjauan siyasah dusturiyah atas kebijakan pemerintah tentang 

keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum di Negara Republik 

Indonesia. 

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas 

sebelumnya dan saran saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB DUA 

PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM  

DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH 

 

A. Pemilihan Umum (Pemilu) 

 

1. Pengertian Pemilu 

 

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pemilu adalah proses pemilihan 

orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum 

atau pemilu adalah sebuah peristiwa pemilu yang komplek. Kompleksitas itu 

tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, 

dan manajemen pelaksaan tahapan.
24

 Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu dapat 

diartikan juga sebagai tata cara atau mekanisme penyeleksian dan pendelegasian 

atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai.
25

 

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau 

lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau 

dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.
26

 Sedangkan, menurut Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27

 

                                                             
24

 Indra Pahlevi, Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI, 2015), hlm. 1. 
25

 Tawakkal Baharuddin, Modalitas Dalam Pemilukada: Bupati Perempuan Pertama di 

Sulawesi Selatan, (Lampung: Gre publishing, 2017), hlm. 27.   
26

 Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-Dosa Pemilu, (Jakarta: Prisma 

Media, 2004), hlm. 29. 
27

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

14



15 

 

 

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga 

negara untuk memilih  pejabat-pejabat  pemerintah  dan  memutuskan  apakah  

yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat 

keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang 

mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu   

adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata 

untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.
28

 

Menurut Ali Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat 

untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga 

Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, 

DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, 

menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.
29

 

Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan  

Perwakilan Rakyat  Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / 

Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu 

merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda  

pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan 

dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak  manapun  juga. 

Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin 

baik pula penyelenggaraan pemilu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, 

                                                             
28

 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm. 15. 
29 Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional, (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 56. 
30

 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 tahun 20012 Pemilihan Umum Anggota 
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bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang 

dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat 

politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara. 

2. Tujuan Pemilihan Umum 

Secara menyeluruh, tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk 

memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat 

negara yang diangkat melalui pemilihan (elected public officials). Artinya ketika 

terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat 

negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem 

parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang 

Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. 

Dimaksud memungkinkan di sini berarti bahwa pemilihan umum itu harus 

membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. 

Pemilu yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan 

dengan jujur dan adil (jurdil).
31

 

Pemilu juga bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan 

melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, 

rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-

wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk 

menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan 

benar dan sebaik-baiknya menurut Undang-Undang Dasar adalah hak 

konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh 

karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan 

kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga 

negara sendiri. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat 

sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk 

                                                             
31

 Miriam Budirjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2008), hlm. 461. 



17 

 

 

memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, ditingkat provinsi, 

maupun di tingkat kabupaten/kota.
32

 

3. Manfaat Pemilihan Umum 

Pemilihan umum memiliki beberapa manfaat, baik bagai rakyat maupun 

pemerintah, yakni sebagai berikut:
33

 

(1) Menganti pimpinan secara konstitusional 

Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian 

pemimpin secara konstitusional. kondusif dan dapat dirasakan kinerja 

pemimpinnya selama 5 tahun berkuasa. Jika rakyat tidak puas, maka bisa 

menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum. 

(2) Menjadi tempat rakyat mengemukakan pendapat 

Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan 

pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara 

atau sebagai wadah untuk ikut terlibat dalam proses politik. 

(3) Menjadi jalan bagi pemimpin politik  

Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik 

untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakayat. 

(4) Wadah untuk menwujudkan kedaulatan 

Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mweujudkan kedaulatan 

rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan 

memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai keinginan tanpa 

paksaaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab 

terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. 
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4. Fungsi Pemilihan Umum 

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki 

fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi 

dari pemilihan umum itu sendiri adalah.
34

 

(1) Sebagai sarana legitimasi politik 

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan 

sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang 

berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang 

dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang 

disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan 

juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang  

melanggarnya.  

           Fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari 

pemilihan umum. Paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat 

menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa.  

Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan 

pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan 

roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik 

rakyat. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat Melalui pemilu 

rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui 

dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan 

yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika 

memegang tampuk pemerintahan.
35
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35 Untung Hardiardjo, Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019, Journal. 
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(2) Fungsi perwakilan politik 

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk 

mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta 

kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan 

mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang 

dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.
36

 Fungsi Perwakilan 

Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil 

yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun 

eksekutif.
37

 

(3) Fungsi mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa 

Keterkaitan pemilihan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada 

asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau 

rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit 

dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit 

yang menggunakan jalur. Institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan 

untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet 

dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan 

sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan 

begitu maka melalui pemilihan umum diharapkan bisa berlangsung 

pergantian atau sirkulasi elit penguasa secara kompetitif dan demokratis. 

(4) Fungsi Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat  

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik 

bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan 

                                                             
36

 Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia 

dan Masyarakat Madanai, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN, 2010), hlm 96. 
37 Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan 

Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, (PPW-LIPI, 1997), hlm. 6-10. 
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bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang demokrasi. 

Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi 

dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, 

sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan. 

Pendidikan politik juga memiliki dasar dasar ideologis, sosisal dan politik. 

bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan. Jika yang dimaksud 

dengan “Pendidikan” adalah proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian 

manusia secara seimbang dan integral, maka “Pendidikan Politik” dapat 

dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia 

adalah makhluk politik. Sebagaimana halnya bahwa pendidikan mempunyai 

fungsi fungsi pemikiran moral, dan ekonomi, maka pendidikan politik juga 

mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan.
38

 

5. Asas-Asas Pemilihan Umum 

 

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki yang harus dipatuhi 

oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman 

dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan 

kesalahpahaman.
39

 

(1) Asas Langsung 

Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai 

dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang 

menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya di kediamannya 
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 Dede Rosyada, Memilih dan Dipilih, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm 40. 



21 

 

 

dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak 

pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang. 

(2) Asas Umum 

Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang 

jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak 

setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 

tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).
40

 

(3) Asas Bebas 

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal 

di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di 

luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah 

melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintaha negara 

itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon 

pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain. 

(4) Asas Rahasia 

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain 

bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, 

tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. 

pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan 

orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih 

tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang 

meningkatkan kualitas pemilu. 

(5) Asas Jujur 

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada 

perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya. 

ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara 
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pemilu harus menperbolehkan masyarkat ikut menyaksikan acara 

penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara 

transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung. 

(6) Asas Adil 

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk 

perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. 

Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu 

saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada 

beberpa oknum dan orang orang yang tidak bertanggung jawab 

mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat 

datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena 

alasan waktu pemilu telah habis.
41

 

6. Sejarah Pemilu di Indonesia 

Sejarah pemilihan umum di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 

1955 hingga tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Pemilu 1955 (Masa Parlementer) 

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam 

sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) 

tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada 

kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, 

yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk 

memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.
42

 

Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai 

politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan 
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untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 

partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Partai 

politik tersebut antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Islam 

Masjumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Djelata, Partai Kristen 

Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, 

Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), Persatuan Rakyat Marhaen 

Indonesia (Permai) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
43 Pada pemilu 

pertama ini belum terdapat ketentuan bagi pemilih pemula untuk ikut serta 

dalam pemilihan umum. 

b. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru) 

Sistem Pemilu Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang 

diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada 

pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini 

berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan 

untuk memilih Anggota DPR. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem 

perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya 

besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, 

berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih 

memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. 

Pemilu 1971 ini diikuti oleh Partai Nahdlatul Ulama, Partai 

Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah 

Islamiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai 

Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba 

dan Sekber Golongan Karya.
44 Pada pemilu ini belum terdapat ketentuan 

bagi pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan umum. 
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Sistem Pemilu Pemilu kedua pada pemerintahan orde baru ini 

diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sama halnya dengan Pemilu 

1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang 

(proporsional) dengan stelsel daftar. Pada Pemilu 1977, ada fusi atau 

peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 sehingga Pemilu 1977 diikuti 

3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Sistem Pemilu Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang 

diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini 

diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak 

berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 

1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang 

(proporsional). Peserta Pemilu 1982 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 

Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada 

pemilu ditahun ini belum terdapat ketentuan bagi pemilih pemula untuk 

ikut serta dalam pemilihan umum. 

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada 

tanggal 23 April 1987. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 

masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu 

menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel 

daftar. Peserta Pemilu 1987 yaitu Partai Persatuan Pembangunan, 

Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. 

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada 

tanggal 9 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 

masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu 

menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel 

daftar. Peserta Pemilu 1992 yaitu Partai Persatuan Pembangunan, 
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Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia.
45 Pada pemilu masa Orde 

Baru ini juga belum terdapat ketentuan bagi pemilih pemula untuk ikut 

serta dalam pemilihan umum. 

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan 

pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 

1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1992, 

yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan 

stelsel daftar. Peserta Pemilu 1997 yiatu Partai Persatuan Pembangunan, 

Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. 

c. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi) 

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. 

Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak 

di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 

1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel 

daftar Peserta Pemilu 1999. Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 

Partai Politik.
46

 

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan 

rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan 

DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 

diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 

550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD 

Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-

2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa 

bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 
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20 September 2004 (putaran II). Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai. 

Pemilu 2009. Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa 

reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 

untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota 

DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia 

periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil 

presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 

2009 (satu putaran). Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 

diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai 

merupakan partai lokal Aceh. Pada pelaksanaan pemilu ditahun 2009 – 

2014 yang melibatkan beberapa Partai Lokal di Aceh, sudah terdapat 

ketentuan bagi pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan umum 

yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).  

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 

2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa 

bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung 

ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak 

dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-

undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut 

UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi 

di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat 

mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di 

Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah 

memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2014
https://id.wikipedia.org/wiki/2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Petahana
https://id.wikipedia.org/wiki/Susilo_Bambang_Yudhoyono
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi
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akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan 

memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo 

Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai 

dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan 

Susilo Bambang Yudhoyono.
47

 

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses 

demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik 

Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh 

pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, 

diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 

44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum 

legislatif. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan 

oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21 Mei 

2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan 

Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan 

ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN 

Prabowo dan Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada 

Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilu tahun 2019 pemilih pemula 

melakukan kunjungan yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan penetapan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

 

 

                                                             
47 Antony, Inovasi Pemilu; Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang, (Jakarta: 

KPU RI, 2017), hlm. 78 

https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla
https://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
https://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
https://id.wikipedia.org/wiki/Hatta_Rajasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelantikan_Presiden_Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_01_Pilpres_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019#Hasil_resmi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_02_Pilpres_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019#Hasil_resmi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2019#Hasil_resmi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_02_Pilpres_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_02_Pilpres_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia
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B. Pemilih Pemula 

 

1. Pengertian Pemilih Pemula 

 

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para 

peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa 

kampanye. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemula berarti orang yang mulai atau 

mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang pemula dalam olahraga ski air, 

meluncur di permukaan air yang berombak akan terasa sulit sekali. Pemula 

berarti sesuatu yang dipakai untuk memulai.
48

 

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan 

yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan 

umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih 

karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. 

Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok 

lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi.
49

 

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk 

memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk 

dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas 

umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah 

genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketetapan batas umur 17 

tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa 

warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata 

sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan 

                                                             
48

 Pahmi Sy, Politik Pencitraan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010) hlm. 54 
49 Ibid, hlm. 54. 
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masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya 

dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.
50

 

Pada Undang-Undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umum disebutkan 

bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 

(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
51

 Pengertian pemilih 

pemula Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula 

adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap 

berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih.
52

 

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat 

memilih adalah: 

(1) WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

(2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 

(3) Terdaftar sebagai pemilih. 

(4) Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi 

anggota TNI / Kepolisian). 

(5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya. 

(6) Terdaftar di DPT. 

(7) Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan didaerah yang bersangkutan. 

 

Menurut lembaga-lembaga survei international seperti the Pew Research 

Center dan Gallup pemilih pemula berusia antara 17 hingga 29 tahun. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang 

telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar 

                                                             
50 Swantoro, Dinamika Politik dalam Pemilihan Umum Era Orde Baru: 1971 – 1992. 

(Yogyakarta: PPS Ilmu Politik UGM, 1996), hlm. 76. 
51

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden. 
52

 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 

198 ayat 1. 
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pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik 

pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
53

 

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan 

yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan 

umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih 

karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. 

Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok 

lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. 

Pentingnya peranan pemilih pemula karena jumlahnya yang tergolong 

besar bahkan data KPU pada Pemilihan Presiden tahun 2019 menyebutkan 

bahwa mencapai 1,2 juta jiwa dan tersebar di 34 provinsi se-Indonesia.54 

Dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga 

negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat 

dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah 

memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar 

atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya dan lain-

lain.
55

 

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan 

rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali 

memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, 

sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, 

haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Pemilih pemula 

memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, 

                                                             
53

 Wartini, Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 di Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan, 

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2019, hlm. 6. 
54 Faisal, Politik dan Hukum, diakses pada https://mediaindonesia.com/politik-dan-

hukum/177343/kpu-sebut-jumlah-pemilih-pemula-12-juta-jiwa, tanggal 18 Juni 2021. 
55

 Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas, Modul: Pemilu untuk Pemula, 

(Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum, 2010), hlm. 67. 

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/177343/kpu-sebut-jumlah-pemilih-pemula-12-juta-jiwa
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/177343/kpu-sebut-jumlah-pemilih-pemula-12-juta-jiwa
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sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing vooters yang 

sesungguhnya.
56

 

Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, 

terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orangtua 

hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga lkut berpengaruh 

terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di televisi, 

spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. Pemilih pemula khususnya remaja 

(berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan 

cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu 

semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari 

kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang 

remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri 

dalam pergaulan.
57

 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula 

adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar 

pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak 

pemilu yang diselenggarakan di indonesia dengan usia 17 tahun atau lebih. 

2. Sejarah Pemilih Pemula 

Sebutan pemilih pemula dalam sejarah Pemilu di Indonesia dimulai 

sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan 

diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

                                                             
56

 Litbang kompas/Gianie, Memetakan Minat Pemilih Pemula (Online: www. Indonesia 

memilih.com).   
57

 Suhartono, Tingkat kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi 

School-Based democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat), 

(Bandung: Pascasarjana UPI, 2009) hlm. 6. 
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Pemilu. Namun di Aceh sendiri pemilih pemula sudah dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

Tabel 2.1 

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilih Pemula 
 

No Undang-Undang Isi 

1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu  
 
 

Yang dimaksud 

dengan Undang- 

Undang tersebut 

adalah pemilu di 

wajibkan bagi seluruh 

warga negara 

Indonesia yang telah 

berumur 17 tahun 

untuk ikut memilih 

dalam pemilihan 

umum 

Pasal 1 Ayat 34 “Pemilih adalah Warga Negara 

Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau lebih, 

sudah kawin, atau sudah pemah kawin”. 

 

Pasal 198: 

(1)  Warga Negara Indonesia yang pada hari 

pemungutan suara sudah genap berumur 17 

(tujuh belas) tahun 

atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin 

mempunyai hak memilih. 

 

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud Pasal 8 

ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara 

Pemilu 

dalam daftar Pemilih. 

  

(3)  Warga Negara Indonesia yang telah dicabut 

hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai 

hak memilih. 

2 Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2015 

tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota 

menjadi Undang-

Undang 

Pasal 1 angka 6: 

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling 

rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah 

kawin yang 

terdaftar dalam Pemilihan. 

 

Pasal 56 

 

(1) Warga negara Indonesia yang pada hari 

pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pernah kawin, 

mempunyai hak memilih.  

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana 
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dimaksud pada     ayat (1) didaftar 1 (satu) 

kali oleh penyelenggara. 

(3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) 

tempat tinggal, Pemilih tersebut harus 

memilih salah satu tempat tinggalnya yang 

dicantumkan dalam daftar pemilih 

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik dan/atau surat keterangan domisili 

dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.   

 

Pasal 57 

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, 

warga negara Indonesia harus terdaftar 

sebagai Pemilih. 

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak 

terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pemilih 

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik atau surat keterangan penduduk 

pada saat pemungutansuara.  

(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga 

negara Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 

a. tidak sedang terganggu 

jiwa/ingatannya; dan/atau  

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya 

berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap.  

(4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar 

dalam daftar Pemilih dan pada saat 

pemungutan suara tidak memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau 

ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat 

menggunakan hak memilihnya. 

3 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 

2006 tentang 

Pemerintahan Aceh 

(UUPA).  

Pasal 71 

 

(1) Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil 

Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan 

walikota/wakil walikota adalah warga negara 
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 Indonesia yang berdomisili di Aceh atau 

kabupaten/kota yang pada tanggal 

pemungutan suara memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh 

belas) tahun atau sudah/pernah kawin; 

b. tidak sedang terganggu jiwanya; 

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya 

berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

dan 

d. terdaftar sebagai pemilih. 

(2) Warga Negara Republik Indonesia 

yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, 

tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya. 

 

Pasal 72 

Pemilih di Aceh sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 mempunyai hak:  

a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, 

bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil 

walikota; 

b. mengawasi proses pemilihan 

Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil 

bupati, dan  walikota/wakil walikota;  

c. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan 

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan  

kabupaten/kota; 

d. mengajukan usulan penyempurnaan dan 

perubahan qanun; dan   

e. mengawasi penggunaan anggaran. 

 

 
 
 
 
 
 

 



35 

 

 

3. Ciri-Ciri Pemilih Pemula 

Pemilih pemula tentu tidak sama dengan pemilih lainnya, melainkan 

memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri pemilih pemula yaitu: 

(1) Warga Negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah 

berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

(2) Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu 

yang diselenggarakan di Indonesia dengan usia 17-21 tahun. 

(3) Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu.
58

 

Pemilih pemula adalah orang yang saat pemungutan suara berlangsung 

nanti berusia 17 atau lebih. Sebagian besar mereka adalah para siswa SMA/ 

SMK dan mahasiswa atau sudah/pernah kawin. Sebenarnya mereka adalah 

pemilih pemula potensial baik dari segi politik praktis maupun dari segi politik 

kepentingan masa depan bangsa ke depan.
59

 

Adapun ciri-ciri pemilih pemula ialah (1) Warga Negara Indonesia 

(WNI) yang memiliki hak pilih, (2) memenuhi persyaratan sebagai pemilih, 

berusia tujuh belas tahun, dan belum berusia tujuh belas tahun bisa memiliki hak 

pilih asal sudah atau pernah kawin, (3) baru pertama memilih, kurang 

pengalaman, masih dikategorikan mengambang dan (4) kurang tertarik 

kehidupan politik serta mudah terpengaruh lingkungannya dan pemilih pemula 

sangat relative besar.
60

 

Ciri khas pempilih pemula juga dimana mereka belum dipengaruhi 

motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika 

lingkungan politik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-

                                                             
58 Rachbini, Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2006), hlm. 80. 
59 Rudini, Atas Nama Demokrasi. (Jakarta: Bigraf Publishing, 1994), hlm. 109. 
60 Reciansyah, Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilih 

Pemula di Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Anambas Tahun 2014), (Tanjung Pinang: 

Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015), hlm. 16. 
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kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, 

mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga 

lkut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita di 

televisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain. Pemilih pemula khususnya 

remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan 

cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu 

semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari 

kesenangan, kelompok sebaya adalah paling penting dalam kehidupan seorang 

remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri 

dalam pergaulan.
61

 

C.  Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Siyasah 

 

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik. Siyasah secara etimologis dalam lisan al-Arab, 

siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa 

kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang siyasah maka dapat ditarik 

kesimpulan yakni, sayasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan 

dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan 

hukum yang ada.
62

 

Secara terminologi siyasah berarti : Pertama : hukum-hukum syara’ 

yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan 

(negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan 

batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak 
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manusia.
63

 Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa 

ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada 

maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash 

syar’i (Al Qur’an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-

maqasid as-syari’ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya 

terperinci. Dan ketiga: ta’dzir, ancaman dan hukuman.
64

 

Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas 

tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 

dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan denganajaran Islam, agar 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari 

berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.
65

 

Sebagaimana pelaksanaan amanat yang dibebanankan oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan desa mempunyai 

wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana 

dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

                                    

                      

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
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memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat”.
66

 

 

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan masalah tentang pentingnya 

masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan 

uhkrawi, hal ini dikaranakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang 

komperhensif didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial 

dan sebagainya.
67

 

Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu 

Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah 

kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. 

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 

 

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi 

berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang 

artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. 

Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan 

dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau 

pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak 

tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).
68

 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 
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perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini 

juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang 

wajib dilindungi.
69

 

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara 

pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan 

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam 

fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya.
30

 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik 

ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah dan semangat ajaran 

Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut 

menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-

aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 

sebagai berikut: 
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(1) Bidang siyasah tasyriyah, termasuk dalam persolan ahlu hali walaqdi, 

perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di 

dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, 

Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya. 

(2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,  

persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. 

(3) Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah  

peradilan. 

(4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian.
31

 

 

          Uraian di atas daat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah mencakup 

bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi persoalan 

imamah, hak dan kewajibannya. Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya, 

persoalan bai’at, persoalan waliyatul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan 

ahlul halli wal aqdi dan persoalan wizarah dan perbandingannya. 

Persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua 

hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun 

Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. 

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam 

mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, 

meskipun tidak seluruhnya.
32

 

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik 

ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran 
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Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut 

menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-

aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Sumber siyasah dusturiyah pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu 

ayat ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian 

kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan 

kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri 

Arab.
33

 

(1) Al-Qur’an 

Al-quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama 

dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur’an merupakan kalam 

Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di 

dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi 

segala macam superstruktur Islam.
34

 Adapun ayat al- Qur’an yang berkenan 

dengan pemimpinan terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah: 

                                

                                  

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilah Rasul 

(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
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berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
35

 

 

(2) Sunnah 

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh 

masyarakat yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku 

Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang 

yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari 

generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang 

meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi secara berkelanjutan 

berkesinambungan.
36

 

(3) Ijma 

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk 

menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara 

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, 

ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah 

tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan 

mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’ tersebut dinyatakan batal.
37

 

(4) Qiyas 

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan 

suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku 

tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara 
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bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu 

prinsip umum.
38

 

Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam 

mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai dalam gaya 

pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada 

kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada 

kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam 

masalah dusturiyah hassil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami 

semangat dan prinsip dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin di satu 

pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada 

di dalam masyarakatnya. 

Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah 

terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat 

kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-

Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di 

istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat 

menjadi suatu ketentuan yang tertulis yang persyaratan adat untuk dapat 

diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.
39

 

Berdasarkan kisah pada zaman nabi dahulu jika jabatan Khilafah 

kosong, baik karena khalifahnya meninggal, mengundurkan diri atau 

diberhentikan maka menurut telaah Kitab kali ini akan membahas 

Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam Pasal 32, yang berbunyi: 

Apabila jabatan Khilafah kosong karena khalifahnya meninggal atau 

mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat 
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seorang pengganti sebagai khalifah dalam waktu tiga hari sejak saat 

kosongnya jabatan Khilafah.
40

 

Hadist yang menerangkan tentang pengangkatan yang mengenai 

kekosongan jabatan yaitu sebagai berikut: 

لْا  عِم اَِ مِ الزِجل لِا ِِنِفلا  ِ ل َِىلاِ  دَاَ  َُ لْا نِىللِم ُِهِ اِِ لِ َِم هِبِاَناَ  ُِّمِهاَ  مِ  ُِ 
Artinya: Menegakkan khilafah merupakan kewajiban yang paling penting. 

Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW. Mendahulukan kewajiban 

ini atas pemakaman jenazah pemilik mukjizat (Rasulullah SAW).
41

 

 

  Berdasarkan penjelasan hadist di atas hal ini menegaskan bahwa 

menegakkan khilafah dan mengangkat khilafah merupakan kewajiban yang 

paling penting. Alasannya, tanpa adanya khilafah dan khalifah akan banyak 

kesesatandi tengah-tengah masyarakat. Karena semua itu adalah amanah dan 

amanah harus dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Apabila salah 

satu perangkat jabatan kosong maka sistem pemerintahan tidak berjalan 

dengan maksimal. Apabila salah satu perangkat jabatan ada yang kosong 

maka wajib segera untuk mencarikan pengganti guna untuk menciptakan 

suatu pemerintahan yang baik dan masyakarat bisa terlayani dengan 

sebagaimana mestinya. 

4. Prinsip Siyasah Dusturiyah 

 

Bidang kajian siyasah dusturiyah khususnya, ialah membahas 

tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara 

tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan 

kebutuhan rakyat itu sendiri.
42

 Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari 

pada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perndang-undangan 
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negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). 

Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum 

dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta 

hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
43

 

Penyusunan pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk 

mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh 

penegak hukum dan masyarakat.
44

 Dalam siyasah dusturiyah mengenai 

pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada 

nash (al-Qur’an dan Sunnah) dan prinsip جلب المشالح ودار المفسد = jalb al-

mashalih wa dar al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak mudharat).
45

 

Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu 

tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam 

kehidupan bermasyrakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan 

kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau 

kebebasan beragama.
46

 Sedangkan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-

mafasid tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 

kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd 

al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-

undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi 

manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (equality before 

                                                             
43 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 177. 
44

 Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 41. 
45

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm. 189. 
46

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: 

UI Press, 1990), hlm. 5. 
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the law).
47

 Seperti halnya Maroko dan Yordania yang menganut prinsip-

prinsip hukum Islam yang jelas-jelas tercantum dalam undang-undang 

dasarnya, namun terkait bidang-bidang perdata yang lain dan pidana selain 

daripada masalah perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan, fikih 

Islam merupakan salah satu sumber utama di samping sumber-sumber yang 

lain, termasuk barat.
48

 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari pada siyasah yang 

membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-

konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah 

dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam 

siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak 

warga negara yang wajib dilindungi.
49

 Selanjutnya, sumber dari siyasah 

dusturiyah menurut Djazuli meliputi:
50

 

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan manusia 

kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran. 

2. Hadits, berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum. 

3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan 

pengendalian pemerintah yang masing-masing khalifah 

mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi 

sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan 

                                                             
47

 ‘Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar’iyah, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 

25-40.  
48

 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: 

UI Press, 1990), hlm. 224. 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam, hlm 177. 
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 Djazuli, Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 53-54. 
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kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan 

rakyat. 

4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat 

karena dalam dusturi bahwa hasil ijtima ulama sangat membantu 

dalam memahami semangat dan prinsip dusturi. 

5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku 

dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

al-Quran dan Hadits. 

Prinsip Islam dalam pengelolaan negara menurut Munawir Sjadzali 

ada 6 (enam) prinsip dalam nash al-Quran yaitu, prinsip kedudukan manusia 

di muka bumi, musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, 

persamaan, dan hubungan baik antar umat.
51

 

c. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi 

                                

                        

 

Artinya:  

“Katakanlah: “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 

kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut 

kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang 

yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 

kehendaki di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau 

Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
52

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
51 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara.., hlm. 57. 
52 Q.S. Ali-‘Imran [3]: 26. 
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d. Musyawarah atau Konsultasi 

                             

                                       

  

 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka 

dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
53

 

 

e. Ketaatan Kepada Pimpinan 

 

                                

                                    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah   

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
54 

 

f. Prinsip Keadila 

  

                          

                 

                                                             
53 Q.S. Ali-Imran [3]: 159. 
54 Q.S. An-Nisa [4]:59. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan          

  berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

  melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran”.
55

 

 

g. Persamaan atau Kesetaraan 

 

                                  

               

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
56

 

 

h. Prinsip Hubungan Baik Antar Umat Beragama 

 

                              

                           

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesung-

guhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. 

 Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, 

maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang 

sangat kuat yang tidak akan putus.57 

                                                             
55 Q.S. An-Nahl [16]: 90. 
56 Q.S. Al-Hujarat [49]: 13. 
57 Q.S. Al-Baqarah [2]: 256. 
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Prinsip-prinsip Islam dalam Hadits Rasulullah mengenai penyelenggaraan 

suatu negara seperti yang terdapat dalam buku Suyuti Pulungan, dikutip oleh Sri 

Kursiyah antara lain ialah :
58

 

a. Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin 

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang di 

antara mereka menjadi pemimpin”. (H.R. Abu Daud). 

“Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka di muka 

bumi ini kecuali ada salah seorang di antara mereka yang menjadi 

pemimpin mereka. (H.R. Ahmad). 

b. Prinsip Tanggung-Jawab 

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap yang 

dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung 

jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni 

rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka (Muttafaq alaih). 

c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat 

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang 

mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka 

mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-

pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci 

dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka 

melaknat kamu. (H.R. Ahmad). 

d. Prinsip Ketaatan 

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah, baik 

yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk 

melaksanakan maksiat. (H.R. Bukhari). 

e. Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung-Jawab 
                                                             

58 Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, 

Jurnal Hukum Khaira Umma, Volume 1, No 1, Maret 2006, hlm 63-66. 
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“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan 

kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, 

barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu 

kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganku dan aku 

tidak masuk golongannya. (H.R. Ahmad). 

f. Prinsip Tolong Menolong 

“Barang siapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah 

ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memilki 

kemampuan dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal maka 

hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang 

kekurangan bekal. (H.R. Ahmad). 

g. Prinsip Kebasan Berpendapat 

“Siapa diantara kamu menemukan kemugkaran maka hendaklah ia ubah 

dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan 

hatinya dan yang demikian ialah selemah-lemah iman. (H.R. Muslim). 

h. Prinsip Persamaan di depan Hukum (equality before the law) 

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila 

ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan 

tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum 

atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri 

niscaya aku akan potong tangannya. (H.R. Ahmad). 

i. Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara 

“Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa kehancuran, 

dinyatakan: Bagaimana yang dimaksud dengan menghilangkannya?” 

beliau menjawab: “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang bukan 

ahlinya. Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan kamu 

muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemuan 
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orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka ia 

sungguh telah menghianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu 

meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan 

kepada mu atas permintaan mu maka akan berat bagi mu untuk dapat 

mempertanggung-jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepada 

mu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan 

melaksanakannya. Jika kamutelah diangkat dengan sat sumpah, kemudia 

kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu 

maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu. 

(H.R. Ahmad). 

j. Prinsip Musyawarah 

“Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah. 

Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki     

pemikiran tajam tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu. 

“Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi pada saudaranya, 

maka hendaklah ia memberikan petunjuk pada orang itu. (H.R. Ibn 

Majah). 

k. Prinsip Persaudaraan 

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut dan saling 

membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. 

Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan 

saudaranya diatas tiga hari. (H.R. Bukhari). 

Prinsip-prinsip Islam yang dapat dilihat dalam nash (al-Qur’an dan 

Hadits) jika diperhatikan ternyata tidak menawarkan bagaimana sistem dan 

bentuk pemerintahan negara yang baku serta harus diikuti oleh seluruh umat 

Islam, tetapi justru prinsip-prinsip tersebut memberikan nilai-nilai dasar yang 

harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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Jadi, bagaimanapun bentuk dan sistem negaranya asal asas-asas dan 

prinsip penyelenggaraan sebuah negara tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam. Malah justru antara keduanya saling menguatkan, entah itu negara 

republik, monarki maupun bentuk lain bisa juga dikatakan bahwa negara 

tersebut adalah negara Islami atau yang lebih dikenal sebagai darul as-salam. 

Menurut Abd Muin Salim yang kutip oleh J. Suyuthi Pulungan
59

 bahwa 

untuk menyelenggarakan mekanisme sistem pemerintahan negara tentu harus 

berdasarkan 4 (empat) prinsip kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas-

asas pemerintahan, meliputi: 1) Asas amanat, 2) Asas keadilan (keselarasan), 3) 

Asas ketaatan (disiplin), dan Asas Sunnah. Asas Sunnah menghendaki agar 

hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui 

musyawarah di antara mereka yang berhak. 

 

                                                             
59 J. Suyithi Pulungan, Relasi Islam dan Negara; Studi Pemikiran Politik Islam dalam 

Perspektif al-Qur’an, Intizar, Volume 24, Nomor 1, 2008, hlm 197-198. 

 



 

BAB TIGA 

PEMILIH PEMULA DALAM PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 
 

 

A. Ketentuan Pemilih Pemula dalam Berbagai Peraturan Perundang-

Undangan Tentang Pemilihan 

Ketentuan perundang-undangan keterlibatan pemilih pemula pada 

pemilihan umum baik pemilu presiden, kepala daerah mapun anggota legislatif 

sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Pada Pasal 1 Angka (34), dijelaskan tentang dasar hukum rentang umur bagi 

pemilih pemula. Dalam hal ini disebutkan bahwa “Pemilih adalah Warga 

Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, 

sudah kawin, atau sudah pemah kawin”.
60

 

Ketentuan di atas diperkuat pada Bab IV Pasal 198 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia 

yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, 

sudah kawin yang mempunyai hak memilih.
61

 Pada Pasal 198 Ayat (2) Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa warga Negara Indonesia ialah yang 

didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Tidak 

hanya itu pemilih pemula pada Pasal 198 Ayat (3) disebutkan ialah Warga 

Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak 

mempunyai hak memilih.
62

 

                                                             
60

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
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 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 

198 Ayat 1. 
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 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 

198 Ayat 2 dan 3. 
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Ketentuan hukum terkait pemilih pemula dalam Pemilu di atas, juga 

diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (UUPA), dimana Pasal 71 disebutkan sebagai berikut: 

(1) Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil 

bupati, dan walikota/wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang 

berdomisili di Aceh atau kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan 

suara memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah 

kawin; 

b. tidak sedang terganggu jiwanya; 

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan 

d. terdaftar sebagai pemilih. 

(2) Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar 

pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud pada ayat 

(1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
63

 

Ketentuan perundang-undangan keterlibatan pemilih pemula dalam 

pemlihan umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi 

Undang-Undang. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “Pemilih adalah 

penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah 

kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”.
64

 

                                                             
63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 

71. 
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 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota 
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Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 

menyebutkan ketentuan hukum pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan 

umum, yakni sebagai berikut:
65

 

(1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai 

hak memilih.  

(2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftar 

1 (satu) kali oleh penyelenggara. 

(3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih 

tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan 

dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ 

Lurah.   

Tidak hanya itu ketentuan bagi pemilih pemula dalam keterlibatanya 

pada pemilihan umum, khususnya ketentuan hak pilih diatur pada Pasal 57 Pasal 

56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang 

menyebutkan sebagai berikut: 

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus 

terdaftar sebagai Pemilih. 

(2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu 
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 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Wali Kota. 
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Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat 

pemungutansuara.  

(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagai 

mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 

a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau  

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan 

pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak 

memilihnya.
66

 

B. Ketentuan-Ketentuan Pemilih Pemula dalam Peraturan Perundang-

Undangan Ditinjau dari Prinsip-Prinsip siyasah dusturiyah  

 

Salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mengkaji tentang negara dan 

perundang-undangan yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan 

kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban 

warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada 

prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan 

manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga Negara serta 

kelembagaan-kelembagaan  yang  ada di dalam masyarakatnya dan Negara.
67

 

Setiap orang wajib mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan 

pemimpin diantara mereka. Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 59 : 
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 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Wali Kota. 
67 A. Dzajuli. Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu 
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              

           

Artinya :  

“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“ (Q.S an-Nisa ayat, 59). 

 

Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, 

karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara 

guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Agama tidak akan tegak tanpa 

adanya umat manusia yang memeluknya.  

Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin.  

Membahas tentang masalah pemimpin, menurut al-Mawardi, seorang pemimpin 

merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang 

disebut juga dengan Imamah atau khilafah direfleksikan dalam sebuah lembaga 

untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur 

kehidupan dunia. Berdasarkan ijma ulama adanya pelembagaan imamah atau 

khilafah adalah fardu kifayah.
68

 

Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah fardu 

kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang 

yang cakap telah diangkat sebagai imam (khalifah), maka gugurlah kewajiban 

mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardu kifayah. 

Namun jika tidak ada satu orang pun yang diangkat sebagai imam, hal itu  

mengharuskan dibentuk dua kelompok yakni kelompok pertama adalah 
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Syariah. (Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003), hlm. 49. 
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kelompok pemilih yang bertugas memilih imam untuk umat, dan kelompok 

kedua adalah kelompok imamah yang  bertugas  mengangkat  salah  seorang  

dari mereka sebagai imam.
69

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa menegakkan imamah merupakan salah 

satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka 

akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat 

mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. 

Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan 

umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam 

Islam, sebab kekuasaan berada ditangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan 

salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan 

proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang 

pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah. 

Jika dilihat dari keikutsertaan pemilih pemula dalam  menyalurkan hak 

sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada pemilu 2019 

merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada 

calon pemimpin, tercantum pada firman Allah swt surat an-Nisa Ayat 58:  

                                    

                      

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.” 
 

                                                             
69 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam) 

terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015), hlm. 10. 
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Selain mengetahui hukum dalam memilih pemimpin atau pengangkatan 

pemimpin, yakni bersifat wajib. Allah memerintahkan untuk menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dari ayat di atas, dapat diketahui 

bahwa keteribatan politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu 

pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islami. Jadi apabila seseorang tidak ikut beperan dalam hal ikut memilih 

pemimpin berarti ia tidak memberikan kepercayaan kepada pemimpin 

selanjutnya dan tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh syariat 

Islam, sebagaimana status hukumnya yakni wajib. 

Tinjauan siyasah dusturiyah atas kebijakan hukum terhadap pemilih 

pemula pada pemilihan umum di Negara Republik Indonesia, dikarenakan para 

pemilih pemula tersebut ikut dalam politik karena adanya dasar yang tidak 

menyalahi dalam Islam, yakni: 

Pertama, adanya tingkat pemahaman yang dimiliki pemilih pemula. Para 

pemilih pemula ikut dalam pemilihan umum dikarenakan adanya pengetahuan 

yang dimiliki masing-masing individu, sehingga terlihat pula perbedaan 

karakteristik individu pemilih pemula. Selain menjadi seorang yang 

berpengetahuan, sebagai pelajar di sekolah adalah kewajiban seseorang pemilih 

pemula. Artinya, Sebagai seseorang yang beridentitas sebagai penimba ilmu di 

suatu yayasan atau instansi tertentu mempunyai tugas dan tanggung jawab 

menerapkan ilmu yang didapat kedalam kehidupan sehari-hari. Bagi pemilih 

pemula sekaligus pelajar sudah seharusnya tidak ada alasan malas untuk 

mempelajari dan memahami apa yang telah diajarkan di sekolah. Termasuk 

mempelajari pendidikan politik untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Sehingga sikap malas tersebut membuat kurangnya pemahaman dan menjadi 

sikap tidak peduli bahkan sikap tidak ingin mencari tau mengenai Pemilu.  
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Sesungguhnya  Allah tidak menyukai sifat orang yang malas dan tidak 

mau belajar. Firman Allah pada Surat al-Alaq Ayat 1-5. 

                                    

                   

Artinya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhan 

mulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan 

perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”.  
 

Ayat ini berisi perintah untuk membaca, menulis, dan juga belajar. Allah 

telah memberikan manusia sifat fitrah dalam dirinya untuk bisa belajar dan 

menggapai bermacam ilmu pengetahuan dan keterampilan hingga dapat 

menambah kemampuannya untuk mengemban kehidupan. Kaitannya dengan 

partisipasi politik yaitu, agar para pemilih pemula rajin mempelajari dan 

memahami ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bernegara, sosial dan 

masyarakat untuk bertujuan membentuk sikap kesadaran dalam berpartisipasi 

pada pemilu dan membentuk sikap peduli terhadap kehidupan sosial dan 

bermasyarakat. 

Kedua, adanya perangsang berupa pesan-pesan yang mendukung pemilih 

pemula untuk ikut serta pada pemilu. Dalam konsep Islam, hal diatas disebut 

musyawarah yang berasal dari kata syawara artinya berunding, saling bertukar 

pendapat. Musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling 

meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Jika musyawarah 

maksudnya adalah prinsip partisipasi politik dalam pemikiran politik barat, 

maka prinsip amar ma’ruf nahi mungkar yang merupakan tujuan dari semua 

kewenangan dalam Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah 

“semua kewenangan dalam Islam tujuannya hanyalah amar ma’ruf nahi 
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mungkar, pada hakikatnya tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang 

yang memiliki kekuasaan, berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam 

segala perkara-perkara umum dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban 

memberi nasehat yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah Saw. 

Berbicara tentang guru, dalam hal ini yaitu seorang guru, tentu tidak bisa 

dilepaskan dari sosok seorang yang berilmu, berjasa mengantarkan orang lain 

kepada kebaikan dan mencegahnya dari keburukan. Sebab hanya orang-orang 

yang berilmu dan menginginkan orang lain menjadi baik, yang mampu 

menjalankan tugas tersebut. Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali 

umatnya menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada baikan dan 

mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang 

beruntung di dunia maupun di akhirat. Tercermin dalam Q.S al- Imran ayat 104:  

                              

     

Artinya 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah kepada 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. 

 

Kaitannya dengan keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum di 

Negara Republik Indonesia yaitu penting sekali peran guru-guru di sekolah 

formalnya dalam menyikapi pola pikir dan kesadaran politik pemilih pemula 

yang masih dalam bimbingan, disebabkan masih ada sebagian pemilih pemula 

yang tidak terlibat pada pemilu dan dengan adanya relasi antara guru dengan 

murit dapat dikatakan  membawa dampak positif bagi para pemilih akan 

mengikuti petuah-petuah dari guru untuk mencintai tanah air dengan 

keterlibatan pada pelaksanaan pemilu. 
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Ketiga, adanya lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan 

senang hati ikut terlibat dalam pemilu sehingga terbentuk sikap rasa ingin 

mencoba, rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang membuat pemilih pemula 

menjadi antusias mengikuti pemilu. Pemilu menjadi pengalamaan pertama bagi 

masyarakat yang berstatus sebagai pemilih pemula, sehingga memiliki rasa 

ingin tahu, selalu bertanya-tanya kepada pemilih senior bagaimana tata cara 

mencoblos pada pemilu. Lingkungan yang kondusif membuat kemudahan para 

pemilih pemula untuk mendiskusikan sesuatu yang belum diketahuinya. Allah 

SWT. Berfirman dalam Q.S al-Imran Ayat 159. 

                               

                                      

Artinya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusya-

waratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 

 

Ayat diatas menerangkan secara jelas perintah untuk bermusyawarah. 

Kaitannya dengan keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum di Negara 

Republik Indonesia yaitu sikap ingin tahu pemilih pemula dengan bertanya 

kepada seniornya membuat rasa antusias dan mendorong rasa keterlibatan 

politik pada pemilu. 

Keempat, adanya faktor internal lainnya yang terdapat pada diri pemilih 

pemula, Seperti tidak adanya biaya untuk pulang ke domisili asal dan rasa malas 

untuk terlibat pada pemilu. Rasa malas yang dimaksud yaitu sikap menarik diri 

dari keterlibatan politik. Golput merupakan hak setiap warga negara, namun 
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sebagai warga negara yang baik pemilih pemula harus mempunyai kesadaran 

untuk menjalankan hak sebagai warga negara dengan ikut serta dalam proses 

pemilu agar terciptanya kemaslahatan umat.  

Berdasarkan konsep Islam, adanya pemerintahan sangat bermanfaat bagi 

kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Karena hal tersebut sangat 

berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu seorang 

calon pemimpin harus berusaha berpikir jernih dalam dunia politiknya  

menjadikan lahan dakwah, tempat untuk menyampaikan amr ma’ruf nahi 

munkar. 

Kesadaran politik pemilih pemula sangat diperlukan, karena masih ada 

sebagian pemilih pemula yang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam 

memberikan suaranya. Semakin tinggi kesadaran pemilih pemula tentang 

pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun  

negara, maka  akan  semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri 

dalam kegitan-kegiatan kenegaraan. 



 

 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan pemilih pemula diatur dalam dalam beberapa undang-undang, 

yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 

menyebutkan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap 

berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin yang 

mempunyai hak memilih, didaftar satu kali oleh penyelenggara Pemilu 

dalam daftar pemilih. (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 71 disebutkan pemilih pemula berusia 

sekurang-kurangnya 17 Tahun atau sudah/pernah kawin, tidak sedang 

terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan terdaftar 

sebagai pemilih. (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi 

Undang-Undang, menyebutkan pemilih pemula adalah penduduk yang 

berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 

dalam Pemilihan. 

2. Ketentuan-ketentuan pemilih pemula dalam peraturan perundang-

undangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, dimana 

ketentuan penetapan pemilih pemula melalui peraturan perundang-

undangan tersebut telah mempertimbangkan berbagai kemaslahatan yaitu 

pemahaman yang dimiliki pemilih pemula akan prosedur pemilu, adanya 

pemberian pesan-pesan politik yang mendukung pemilih pemula untuk 

ikut serta pada pemilu, adanya lingkungan politik yang kondusif pemilih 

pemula membuat adanya rasa ingin mencoba, rasa ingin tahu, rasa 
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penasaran dan antusias mengikuti pemilu serta adanya faktor pada diri 

pemilih pemula itu sendiri. 

B. Saran 

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan berbagai 

saran, yaitu: 

1. Bagi akademisi, khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara agar 

melakukan kajian lebih lanjut berbagai ketentuan siayasah dustruriyah 

terkait keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilu baik ditingkat nasional 

maupun daerah. 

2. Bagi pemerintah penegak hukum, khusunya lembaga penyusunan 

peraturan perundang-undangan Pemilu agar terus memperhatikan 

prinsip-prinsip ke Islaman dalam menyusun undang-undang yang akan 

disahkan.  
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